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3. 

 

 

 

 

4. 

bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah 

satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan 

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran 

serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan 

potensi daerah; 

 

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2000 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu ditinjau kembali; 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

 

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat 

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

 
Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun 2007 

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan  Barang Milik Daerah; 

 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM 

dan 

BUPATI KARANGASEM 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN 

KEKAYAAN DAERAH.  

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.  
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6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi. 

7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 

Retribusi untuk memanfaatkan jasa pemakaian kekayaan daerah. 

8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Bupati. 

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.      

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, 

Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan 

oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.     

 

BAB II 

NAMA,  OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran 

atas Pemakaian Kekayaan Daerah.  

 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah untuk 

jangka waktu tertentu yang meliputi : 

a. penyewaan tanah dan bangunan; 

b. penyewaan laboratorium; 

c. penyewaan ruangan; 

d. penyewaan kendaraan bermotor; dan 

e. penyewaan peralatan milik daerah 
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(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara 

lain : 

a. pemancangan tiang listrik; 

b. pemancangan tiang telepon; 

c. penanaman/pembentangan kabel listrik; 

d. pemancangan/pembentangan kabel telepon; dan 

e. penanaman pipa air minum. 

 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/memakai kekayaan daerah. 

(2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang 

menggunakan/memakai kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

 

BAB I III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah dengan memperhatikan kondisi kekayaan daerah 

meliputi : 

a. tanah dan bangunan adalah luas tanah, luas dan volume bangunan, kelayakan penyewaan 

bangunan dan letak strategis tanah dan bangunan; 

b. laboratorium adalah luas dan kondisi bangunan, kelengkapan dan kondisi peralatan 

laboratorium; 

c. ruangan adalah luas dan kondisi kelayakan ruangan; 

d. kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan, merk/tipe, tahun pembuatan/perakitan dan cc; 

e. peralatan adalah jenis, jumlah, merk/tipe.   

 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
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(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang 

diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 

 

 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 8 

(1) Struktur dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan biaya-biaya yang telah maupun yang harus dikeluarkan antara lain : 

a. biaya pengadaan; 

b. biaya perawatan/pemeliharaan; 

c. biaya penyusutan; 

d. biaya asuransi;dan 

e. biaya pembinaan. 
 

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

No Jenis Kekayaan Daerah yang 

digunakan 

Jml 

Satuan/Unit 

Jangka 

Waktu 

Pemakaian 

Besarnya  

Tarif 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

Gedung Kesenian  

Kios Yeh Malet 

Kios/Ruko di jalan Gajah Mada 

Kantin disekitar Kantor Bupati 

Excavator 

Wheel Loader 

Wales 8 ton 

Wales 4-6 ton 

Wales 2,5 ton 

Wales kecil/baby 

Stamper Rayap 

Stamper Kodok 

Dump Truk 

Truk Cren 

Compresor 

Sound System 

Seperangkat Gong 

Timbangan Ternak 

Aula SKB/Gedung SKB 

Mes/Ruang Penginapan SKB 

Unit 

Unit 

m
2
 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Unit 

Kamar/Orang 

1 hari 

1 bulan 

1 bulan 

1 bulan 

1 jam 

1 jam 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

1 hari 

500.000,- 

166.667,- 

17.500,- 

100.000,- 

225.000,- 

225.000,- 

225.000,- 

200.000,- 

125.000,- 

100.000,- 

75.000,- 

75.000,- 

75.000,- 

200.000,- 

150.000,- 

500.000,- 

500.000,- 

2.000,- 

250.000,- 

100.000,- 

 

 

Pasal 9 
 

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 

(tiga) tahun sekali. 
 

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 
 


